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LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  12                                 2013                                   SERI : E                                     

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR 12 TAHUN 2013       
TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA 
BEKASI TAHUN 2013 – 2028 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kota Bekasi perlu 
dikembangkan guna menunjang Pembangunan 
Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan pada 
khususnya; 

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang 
Pariwisata di Kota Bekasi maka dipandang perlu 
menetapkan Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 
2028, sebagai landasan bagi semua kegiatan 
pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, 
selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan 
berkelanjutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b, serta sesuai dengan Pasal 9 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 
2028. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem    
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419 ); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3470); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996  tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3639); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3658); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan       
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5262 ); 

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Kawasan Lindung; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  8 
Tahun 2008  tentang  Kepariwisataan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025             
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah    
Nomor 87); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 44); 



4 
 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008  Nomor 3 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah  Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008  Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 08 Tahun 2012  tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah  Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2012  Nomor 8 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor  13  Tahun 2011  
tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 
Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 
Nomor 13 Seri E); 

21. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi   
Nomor      174.2/17/DPRD/VII/2013         tentang  Persetujuan 
                 188.342/Kepber 07-Huk/VII/ 2013 

2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi 
Peraturan Daerah Kota Bekasi. 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

Dan 

WALIKOTA BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BEKASI 
TAHUN 2013-2028. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi. 
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3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 

4. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 
yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 
obyek dan daya tarik wisata. 

5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 
yang terkait dengan bidang tersebut. 

7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pariwisata. 

8. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah 
segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 

9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 
pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik 
wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan 
bidang tersebut. 

10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah 
yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Jawa Barat. 

11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok - pokok kebijaksanaan 
perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang 
didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor 
penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan 
berwawasan lingkungan. 

 

BAB II 
ASAS, VISI DAN MISI,  TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 
RIPPARDA berasaskan : 
a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan 

kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan 
berhasil guna; 

b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan 
alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan 
kepariwisataan itu sendiri; 

c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor 
pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan 
secara menyeluruh di daerah; 

 
 
 


